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ABSTRACT

Tort law serves as a core pillar of civil law systems, offering legal protection to individuals
harmed by actions that violate legal and social norms. This study aims to analyze and
compare the principles of unlawful acts and the implementation of the restitutio in
integrum doctrine in the legal systems of Indonesia and France. Employing a normative
juridical approach and comparative legal method, the research draws on statutes,
jurisprudence, and academic literature, analyzed qualitatively. The findings reveal that the
French legal system is more adaptive and progressive in providing comprehensive remedies
to victims, including non-material compensation, whereas Indonesia’s system remains
rigid and focused mainly on material restitution. These results underscore the urgency of
reforming Indonesia’s civil law by strengthening the restitutio in integrum principle and
enhancing the protection of victims’ civil rights in tort cases.

Keywords: Tort Law, Restitutio in Integrum, Civil Law

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum
perdata yang memberikan dasar perlindungan terhadap korban yang mengalami
kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip
perbuatan melawan hukum serta penerapan asas restitutio in integrum dalam
sistem hukum Indonesia dan Prancis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan
metode perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan data dari peraturan,
yurisprudensi, serta literatur akademik untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil
menunjukkan bahwa sistem hukum Prancis lebih adaptif dan progresif dalam
memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk ganti rugi non-
material, dibandingkan sistem hukum Indonesia yang masih normatif dan
terbatas pada kompensasi materiel. Implikasi dari temuan ini menegaskan
pentingnya reformasi hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menguatkan
asas restitutio in integrum dan memperluas ruang perlindungan terhadap hak-hak
sipil korban perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Restitutio in Integrum, Hukum Perdata
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PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum merupakan pilar penting dalam sistem hukum
perdata yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
individu yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain yang bertentangan
dengan norma hukum, moralitas, atau kepatutan umum. Konsep ini telah menjadi
elemen sentral dalam menegakkan keadilan sipil karena memberikan dasar hukum
untuk menuntut ganti rugi di luar hubungan kontraktual. Dalam konteks
globalisasi hukum, pemahaman komparatif terhadap prinsip perbuatan melawan
hukum menjadi sangat relevan, terutama ketika negara-negara mengadopsi sistem
hukum yang berasal dari tradisi yang sama, namun berkembang dalam lingkungan
sosial dan budaya yang berbeda.

Indonesia mengadopsi sistem hukum campuran yang berasal dari hukum
perdata Belanda, yang pada gilirannya terinspirasi oleh Code Civil Prancis tahun
1804. Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menjadi dasar normatif utama yang
mengatur tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum, mencakup
unsur perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.
Sebaliknya, hukum Prancis mengatur prinsip serupa melalui Pasal 1240 Code Civil,
yang menekankan tiga elemen utama: faute (kesalahan), dommage (kerugian), dan
lien de causalité (hubungan kausal). Kedua sistem hukum ini menunjukkan
kesamaan struktural namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam
implementasi doktrinnya.

Perkembangan yurisprudensi di Indonesia telah memperluas cakupan
makna perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap
peraturan tertulis, tetapi juga terhadap norma sosial dan prinsip kehati-hatian.
Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1919 K/Sip/1984 menegaskan
bahwa perbuatan melawan hukum juga mencakup pelanggaran terhadap etika dan
kewajiban sosial yang semestinya ditaati dalam hubungan antar individu. Dalam
praktiknya, perbedaan penerapan ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan
analisis perbandingan terhadap sistem hukum Indonesia dan Prancis agar dapat
mengidentifikasi titik temu dan perbedaannya secara konseptual maupun praktis.

Salah satu aspek penting dalam perbandingan ini adalah bagaimana prinsip
restitutio in integrum atau pemulihan keadaan seperti semula diterapkan. Di
Indonesia, konsep ini masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam
memberikan pemulihan non-moneter atau restitutio in natura. Sementara itu, sistem
hukum Prancis menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal ini, di mana
pengadilan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memerintahkan
pemulihan kondisi korban secara utuh, termasuk pemulihan nama baik,
pembatalan kontrak, atau pengembalian aset. Perbedaan pendekatan ini
mencerminkan perbedaan dalam filosofi hukum dan sistem peradilan masing-
masing negara.

Perbandingan antara dua sistem hukum ini menjadi semakin relevan dalam
era hukum transnasional yang menuntut harmonisasi prinsip-prinsip tanggung
jawab perdata di tengah interaksi ekonomi dan sosial global. Pengalaman Prancis
dalam mereformasi sistem hukum perdatanya, termasuk penyusunan ulang
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struktur tanggung jawab deliktual pada tahun 2016, dapat menjadi cerminan dan
pembelajaran berharga bagi Indonesia. Studi ini juga dapat berkontribusi dalam
upaya pembaruan hukum perdata nasional yang lebih responsif terhadap
tantangan kontemporer, seperti perlindungan hak atas data pribadi, pencemaran
lingkungan, dan pelanggaran terhadap hak-hak non-material lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dan membandingkan pengaturan serta implementasi prinsip
perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis, dengan
fokus pada penerapan asas restitutio in integrum. Penelitian ini juga mengkaji
bagaimana kedua sistem hukum tersebut menangani aspek keadilan substantif
melalui mekanisme ganti rugi dan sejauh mana pengadilan mampu memberikan
perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban perbuatan melawan
hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode
perbandingan hukum (comparative law) untuk mengkaji prinsip-prinsip perbuatan
melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan Prancis. Data yang
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi, serta bahan
hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal hukum, dan doktrin yang
relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada
penafsiran isi norma hukum, penerapannya oleh lembaga peradilan, serta
perbandingan struktur dan filosofi hukum masing-masing sistem. Tujuan dari
pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai kesamaan dan perbedaan prinsip tanggung jawab perdata atas
perbuatan melawan hukum, serta relevansi penerapan asas restitutio in integrum
dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia dan Prancis

Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia diatur secara
eksplisit dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjadi fondasi utama tanggung
jawab perdata. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan
perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian
tersebut. Formulasi ini menempatkan empat unsur penting sebagai prasyarat
tanggung jawab hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan,
kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Hal
ini menunjukkan orientasi sistem hukum Indonesia yang menekankan unsur
keadilan individual dalam penyelesaian sengketa perdata.

Sebaliknya, dalam sistem hukum Prancis, perbuatan melawan hukum
dikenal sebagai responsabilité civile délictuelle yang diatur dalam Pasal 1240 Code
Civil. Rumusan norma ini menyebutkan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan
kerugian terhadap orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian
tersebut. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya elemen kesalahan (faute),
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kerugian (dommage), dan hubungan sebab akibat (lien de causalité) sebagai dasar
tanggung jawab. Meskipun tampak serupa, sistem Prancis lebih menekankan pada
doktrin yurisprudensi yang memperluas makna faute, termasuk kelalaian dan
pelanggaran kewajiban kehati-hatian.

Secara historis, baik Indonesia maupun Prancis mewarisi prinsip-prinsip
tanggung jawab deliktual dari tradisi hukum Romawi. Namun, perkembangan
penerapan di lapangan mengalami evolusi yang berbeda. Di Indonesia, pengaruh
yurisprudensi modern memperluas interpretasi terhadap unsur “melawan hukum”
yang mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan kepatutan,
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1919
K/Sip/1984. Sementara itu, Prancis juga mengalami transformasi, terutama setelah
reformasi hukum perdata pada 2016 yang memperjelas batasan tanggung jawab
dan memperkuat posisi korban dalam proses perdata.

Pembedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam
konteks Indonesia menjadi penting untuk dipahami, mengingat keduanya
memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Perbuatan melawan hukum bersifat
non-kontraktual, sedangkan wanprestasi timbul dari kegagalan memenuhi
kewajiban kontraktual. Dalam praktik peradilan, perbedaan ini menentukan jenis
pembuktian dan bentuk ganti rugi yang dapat diklaim oleh pihak yang dirugikan.
Di Prancis, perbedaan ini juga jelas, meskipun sering terjadi tumpang tindih dalam
konteks hubungan kerja dan hubungan konsumen.

Fleksibilitas sistem hukum Prancis dalam mengakomodasi bentuk-bentuk
faute yang beragam memungkinkan pengadilan untuk lebih adaptif dalam
memutus perkara. Hal ini berbeda dengan pendekatan normatif di Indonesia yang
masih sangat bergantung pada penafsiran tekstual dari KUHPerdata. Akibatnya,
dalam kasus-kasus kontemporer seperti pencemaran lingkungan atau pelanggaran
data pribadi, pengadilan di Indonesia cenderung lambat dalam memberikan
respons hukum yang tepat. Kelemahan ini mendorong perlunya pembaruan sistem
hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi.

Dalam konteks pendidikan hukum, pemahaman terhadap prinsip perbuatan
melawan hukum di kedua negara menjadi sangat penting untuk memperluas
wawasan hukum komparatif. Mahasiswa dan praktisi hukum Indonesia dapat
memetik pembelajaran dari struktur sistem Prancis yang relatif lebih progresif
dalam perlindungan terhadap korban. Hal ini mencakup metode pembuktian yang
lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih humanistik dalam menilai kerugian
moral dan non-material.

Praktik peradilan di Prancis juga menempatkan hakim dalam posisi sentral
dalam menentukan adanya tanggung jawab deliktual, bahkan dalam situasi tanpa
bukti langsung kesalahan apabila terdapat risiko tinggi bagi korban. Pendekatan
no-fault liability ini jarang ditemukan dalam praktik peradilan Indonesia, yang
masih mensyaratkan adanya kesalahan nyata untuk mendasari ganti rugi.
Perbedaan ini menunjukkan filosofi hukum yang lebih protektif di Prancis
terhadap kepentingan korban.
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Secara umum, dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki akar prinsip
yang sama, sistem hukum Indonesia dan Prancis menerapkan konsep perbuatan
melawan hukum dengan pendekatan yang berbeda. Prancis lebih menekankan
fleksibilitas dan perlindungan korban, sedangkan Indonesia masih berkutat pada
pendekatan normatif yang kaku. Oleh karena itu, perbandingan ini memberikan
landasan penting bagi pembaruan sistem hukum Indonesia agar lebih responsif
terhadap perkembangan zaman.

Asas Restitutio in Integrum dan Penerapannya

Asas restitutio in integrum merupakan prinsip hukum yang bertujuan
mengembalikan posisi korban ke keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan
melawan hukum. Dalam konteks hukum perdata, asas ini menjadi indikator
penting untuk menilai efektivitas sistem tanggung jawab perdata. Di Indonesia,
penerapan asas ini masih terbatas pada bentuk ganti rugi materiel, seperti
kompensasi finansial atau penggantian barang, sedangkan aspek non-material,
seperti pemulihan nama baik atau kerugian psikis, belum mendapatkan perhatian
memadai.

Sebaliknya, sistem hukum Prancis telah mengembangkan bentuk restitusi
yang lebih luas, mencakup restitutio in natura, yaitu pengembalian kondisi
sebagaimana sebelumnya secara fisik maupun moral. Hal ini memungkinkan
pengadilan Prancis untuk memerintahkan pelaku agar melakukan tindakan
tertentu sebagai bentuk ganti rugi, seperti permintaan maaf publik atau pemulihan
kontrak kerja. Kemampuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Prancis tidak
hanya berorientasi pada kompensasi ekonomi, tetapi juga pada keadilan moral bagi
korban.

Penerapan asas restitutio in integrum di Indonesia masih menghadapi
hambatan, terutama dalam pembuktian unsur kerugian non-material yang tidak
dapat dihitung secara konkret. Banyak pengadilan cenderung enggan memberikan
ganti rugi immateriil karena alasan subjektivitas dan kurangnya panduan yuridis.
Hal ini menyebabkan korban sering kali tidak memperoleh keadilan yang utuh,
khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut martabat, privasi, atau hak
kepribadian lainnya.

Reformasi hukum perdata Prancis pada 2016 memperkuat posisi asas
restitutio in integrum dengan menetapkan batasan dan jenis kerugian yang dapat
diganti, termasuk kerugian moral, estetika, dan eksistensial. Hal ini menjadi
terobosan dalam menjamin keadilan substantif bagi korban. Dalam beberapa kasus,
pengadilan Prancis bahkan memberikan ganti rugi atas kehilangan kesempatan
atau ketidakpastian masa depan akibat perbuatan melawan hukum, yang belum
diakomodasi dalam praktik hukum Indonesia.

Penetapan jumlah kompensasi dalam sistem Prancis didasarkan pada
prinsip proporsionalitas, dengan mempertimbangkan kondisi korban secara
individual. Pendekatan ini kontras dengan sistem Indonesia yang cenderung
seragam dan mengabaikan kompleksitas kasus. Di sinilah letak relevansi
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penerapan asas restitutio in integrum dalam memberikan keadilan kontekstual dan
pemulihan holistik kepada korban.

Beberapa putusan Mahkamah Agung Indonesia mulai menunjukkan
keberanian dalam mengadopsi prinsip restitutio in integrum, meskipun masih
terbatas. Misalnya, dalam perkara pelanggaran hak kekayaan intelektual atau
pencemaran lingkungan, pengadilan mulai memerintahkan pelaku untuk
memulihkan kondisi atau mengumumkan permintaan maaf. Namun demikian,
masih diperlukan payung hukum yang lebih eksplisit agar asas ini dapat
diterapkan secara luas dan konsisten.

Selain itu, praktik mediasi dan penyelesaian non-litigasi dapat menjadi
sarana efektif dalam penerapan asas ini di Indonesia. Melalui pendekatan restoratif,
para pihak dapat merancang bentuk pemulihan yang lebih personal dan
menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan semangat restitutio in
integrum yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar
hukuman finansial.

Dalam konteks harmonisasi hukum internasional, adopsi prinsip restitutio in
integrum secara lebih utuh di Indonesia akan mendekatkan sistem hukum nasional
pada praktik internasional yang modern dan humanistik. Hal ini penting,
mengingat Indonesia semakin banyak terlibat dalam interaksi hukum lintas negara
yang menuntut kesetaraan standar perlindungan hak perdata.

Dengan demikian, penerapan asas restitutio in integrum perlu diperluas dan
dilembagakan secara sistematis di Indonesia, baik melalui legislasi maupun
yurisprudensi. Penguatan prinsip ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas
keadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum dalam menghadapi
kompleksitas permasalahan sosial kontemporer.

Implikasi Perbandingan Hukum bagi Pembaruan Sistemn Hukum Indonesia

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Prancis mengenai
perbuatan melawan hukum dan asas restitutio in integrum memberikan kontribusi
penting dalam wacana reformasi hukum nasional. Dari hasil analisis, terlihat
bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal fleksibilitas, perlindungan korban,
dan pemulihan non-material. Oleh karena itu, hasil studi ini dapat menjadi pijakan
awal untuk merumuskan arah pembaruan hukum perdata yang lebih adaptif dan
progresif.

Pembaruan hukum di Indonesia seharusnya tidak sekadar mengadopsi
bentuk-bentuk normatif baru, tetapi juga mengubah paradigma hukum dalam
memandang hubungan antara pelaku dan korban. Hukum perdata yang
humanistik, seperti yang diterapkan di Prancis, memandang korban sebagai subjek
yang harus dipulihkan secara utuh, bukan hanya dalam aspek ekonomi, melainkan
juga sosial dan psikologis.

Salah satu bentuk reformasi yang dapat diadopsi adalah penyusunan RUU
KUHPerdata baru yang secara eksplisit memasukkan asas restitutio in integrum
sebagai prinsip dasar dalam sistem tanggung jawab perdata. Di samping itu,
penguatan lembaga peradilan dalam menerapkan prinsip tersebut melalui
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pelatihan hakim dan pembaruan kurikulum pendidikan hukum akan menjadi
langkah strategis yang berkelanjutan.

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan adalah pembangunan
kesadaran publik terhadap hak-hak sipil dan akses terhadap keadilan. Dalam hal
ini, pengalaman Prancis dalam memperluas hak korban untuk mengajukan
gugatan dan memperoleh ganti rugi yang layak dapat dijadikan model. Pengadilan
Prancis secara aktif mengakomodasi gugatan individual maupun kolektif yang
berbasis kepentingan umum.

Penerapan class action dalam sistem hukum Indonesia, yang masih terbatas
pada bidang lingkungan dan konsumen, dapat diperluas untuk mencakup
perbuatan melawan hukum yang berdampak sosial luas. Model ini terbukti efektif
di Prancis dalam mengatasi masalah sistemik seperti pencemaran, diskriminasi,
dan pelanggaran privasi, yang sering kali melibatkan pelaku dengan kekuatan
ekonomi besar.

Kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan
sosial juga menjadi kebutuhan mendesak. Hukum perdata Indonesia harus mampu
menjawab tantangan era digital, seperti pelanggaran data pribadi, pencemaran
nama baik daring, dan kekerasan berbasis gender online. Pembelajaran dari sistem
Prancis dapat memberikan inspirasi bagaimana norma hukum dikembangkan
untuk merespons perubahan sosial secara tepat waktu.

Integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem tanggung jawab
perdata di Indonesia juga dapat menjadi inovasi penting. Model ini menekankan
pemulihan relasi antarindividu dan rekonsiliasi sebagai bentuk keadilan, bukan
hanya retribusi. Penerapan prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan
budaya lokal Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat.

Akhirnya, perbandingan sistem hukum ini menunjukkan bahwa
harmonisasi hukum tidak harus berarti meniru, tetapi belajar dan menyesuaikan
dengan konteks lokal. Sistem hukum Indonesia perlu membuka diri terhadap
praktik-praktik baik dari negara lain, seperti Prancis, tanpa mengabaikan identitas
dan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Dengan demikian, reformasi hukum
perdata akan lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan pentingnya upaya
sistematis dalam memperbarui sistem hukum perdata Indonesia dengan
mengadopsi prinsip dan mekanisme yang lebih berpihak pada korban. Penguatan
asas restitutio in integrum, fleksibilitas pengadilan, serta pelibatan masyarakat
dalam penegakan hak-hak sipil akan menjadi kunci dalam membangun sistem
hukum yang adil, modern, dan berdaya tanggap tinggi terhadap perubahan
zaman.

SIMPULAN

Kesimpulan, Kajian komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Prancis
mengenai perbuatan melawan hukum dan asas restitutio in integrum menunjukkan
bahwa meskipun keduanya berakar dari tradisi hukum yang sama, terdapat
perbedaan signifikan dalam pendekatan, penerapan, dan perlindungan terhadap
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korban. Sistem hukum Prancis cenderung lebih progresif dalam menjamin keadilan
substantif melalui fleksibilitas yurisprudensi, pengakuan terhadap kerugian non-
material, dan keberanian dalam menerapkan pemulihan secara utuh, termasuk
aspek moral dan sosial. Sementara itu, sistem hukum Indonesia masih terbatas
pada pendekatan normatif yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan
korban di era modern. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan urgensi
pembaruan sistem hukum perdata Indonesia yang mengedepankan perlindungan
hak korban, penerapan prinsip restitutio in integrum secara menyeluruh, serta
penguatan kapasitas peradilan dalam menghadirkan keadilan yang tidak hanya
legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.
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